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Skripsi ini merupakan studi penelitian lapangan yang membahas tentang
sistem pelaksanaan perkawinan pada masyarakat di Desa Liang Kecamatan Salahutu
Kabupaten  Maluku Tengah ( Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum
Adat Desa Liang) dengan sub permasalahan sistem pelaksanaan perkawinan pada
masyarakat di desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Masalah
ini dikaji dengan pendekatan analisis..
Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini
melalui dua cara, yaitu Penelitian Kepustakaan (Library research) dan Penelitian
Lapangan (Field research)
Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa : dalam perkawinan adat di
Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah banyak tahapan-tahapan
yang dilalui, misalnya: tahap pemberitahuan akan peminangan, peminangan,
penentuan besarnya harta adat, serta penyerahan harta adat. Bahwa di daerah
manapun adat perkawinan itu banyak dipengaruhi oleh faktor agama yang dianut oleh
masyarakat setempat.
Adapun persamaan dan perbedaan berdasarkan sistem pelaksanaan
perkawinan adat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
dengan pelaksanaan hukum Islam yaitu terdapat pada pelakasanaan akad nikah
dimana rukun dan syarat nikah sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan perbedaannya
yaitu terletak pada acara pemberitahuan peminangan, peminangan, penentuan
besarnya harta adat, penyerahan harta adat serta proses setelah perkawinan yaitu





A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan salah satu fase kehidupan yang akan dilalui oleh
manusia dan dalam agama Islam perkawinan hukumnya sunnah serta menjadi bagian
dari materi hukum Islam. Negara-negara muslim waktu merumuskan undang-undang
perkawinannya melengkapi definisi perkawinan dengan penambahan hal-hal yang
berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu.
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  yang berlaku di
Indonesia merumuskannya dalam pasal 1   yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
yang Maha Esa.1
Di samping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-undang
tersebut, namun bersifat penjelasan, seperti yang tercantum dalam pasal 2 yaitu:
Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau
1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Jakarta: Citra Media Wacana,
2008), h. 8.
2miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan
ibadah.2
Ungkapan:akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan yaitu suatu
perjanjian perkawinan yang kuat dan kokoh. setelah terjadi hubungan ikatan dalam
masyarakat maka bertakwalah kamu kepada Allah.3
Perkawinan adalah merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan
oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan
lainnya. Allah sengaja menumbuhkan rasa kasih sayang ke dalam hati masing-masing
pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketentraman dalam membina suatu rumah
tangga.sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Ar-rum/30: 21
                             
         
Terjemahnya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.
2 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ( Edisi I; Jakarta: Akademika
Pressindo, 1992), h. 114.
3 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), h. 6.
3Allah tidak hanya mengkhususkan perhatian kepada manusia, tetapi juga
terhadap makhluk lainnnya.4
Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q. S. Yasin / 36 : 36:
                       
Terjemahnya :
Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik
dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang
tidak mereka ketahui.5
Makna dari ayat tersebut adalah Dialah Tuhan yang telah menciptakan
pasangan-pasangan semuanya, pasangan yang berfungsi sebagai pejantan dan betina
baik dari apa yang di tumbuhkan oleh bumi seperti kurma dan anggur. Dan diri
mereka sebagai manusia, di mana mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan.
Sementara para ulama membatasi makna pasangan pada ayat ini hanya pada makhluk
hidup saja.6
Perkawinan adalah cara hidup yang wajar karena itu ketika beberapa orang
sahabat Nabi Saw. bermaksud melakukan beberapa kegiatan yang tidak sejalan
4 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam ( Jakarta: Siraja, 2006),
h. 2-3.
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya ( Semarang: Toha putra, 1971),
h.710.
6 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta:
Lentera hati, 2002), h. 538.






Dari Abdullah bin Mas’ud “ sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: wahai kaum
muda! Barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah , maka nikahkalah.
Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan
kehormatan faraj. Barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena
puasa merupkan benteng baginya.
Bila tidak memungkinkan juga, disarankan memperbanyak puasa untuk
mengurangi tekanan hawa nafsu. Demikian petunjuk yang diberikan Rasulullah Saw.
Seperti hadits berikut:
 َﺎﯾ َﺮَﺸْﻌَﻣ ََبﺎﺒ ﱠﺸﻟا ِﻦَﻣ َﺎَﻄﺘْﺴﻟا َع ُﻢُﻜْﻨِﻣا َﺎﺒﻟ َةَء ْج ﱠوََﺰَﺘﯿَْﻠﻓ َِءﺎﻓ ُﮫﱠﻧ ﱡﺾََﻏأ ِﺮََﺼﺒِْﻠﻟ َاَو ُﻦَﺼْﺣ ِجَْﺮﻔِْﻠﻟ
)هاورﺎﺨﺒﻟايرﻢﻠﺴﻣوﻦﻋﺲﺒﻋ
Artinya:
Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanngup diantaramu untuk kawin, maka
kawinlah karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar)
dan lebih menjaga kehormatan.
Anjuran nikah tersebut, disepakati para ulama. Maksudnya biaya nikah adalah biaya
konsekuensi nikah yakni mempersiapkan tempat tinggal dan memberi nafkah hidup. Makna
7 M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an Kalung Permata Buat Anak-anakku (Jakarta:
Lentera Hati, 2007), h. 55.
5perisai (wija’)  adalah mematahkan (qath’un), maksudnya puasa itu mematahkan syahwat
dan menyapih nafsunya orang yang tidak mampu nuhani nikah. Demikian itu karena puasa
menyuburkan ruhani dalam jiwa dan menguatkan kehendak yakni mengendalikan nafsu dari
hal-hal yang haram.
Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah Swt. sebagai jalan bagi
manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya setelah masing-
masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan
perkawinan.8
Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan
antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling
meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai,
dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan
perempuan itu saling terikat.9
Upacara perkawinan dalam ajaran agama Islam sebenarnya cukup sederhana
dan tidak memerlukan prosesi yang rumit seperti yang dilakukan oleh banyak orang.
Prosesi yang wajib dilakukan hanyalah prosesi ijab qabul sebagai tanda ikatan lahir
bathin antara suami istri yang akan hidup bersama dalam sebuah rumah tangga untuk
memiliki keturunan sesuai dengan syari’at Islam. Tidak ketinggalan pula yang wajib
ada dalam perkawinan menurut syari’at Islam yaitu mas kawin atau mahar yang
diberikan kepada mempelai wanita oleh mempelai pria.
8 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah ( Jilid VI; Bandung: Al-Ma’arif, 1996), h. 9.
9 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat ( Jakarta: Kencana, 2008), h. 11.
6Karena Indonesia memiliki banyak budaya dan adat, maka sudah menjadi
tradisi di Indonesia bahwa pernikahan biasanya dirangkaikan dengan menggunakan
adat  daerah setempat. Di Desa Liang, proses peminangan diawali dengan mengutus
beberapa orang oleh keluarga laki-laki sebagai perwakilan untuk menyampaikan
pesan orang tua laki-laki kepada pihak perempuan untuk dipinang. Setelah pesan itu
diterima oleh orang tua pererempuan, maka orang tua perempuan mengumpulkan
keluarganya untuk menentukan hari dan waktu dilangsungkannya peminangan.
setelah peminangan diterima oleh pihak perempuan maka pada saat itu pula
ditentukan besarnya harta adat yang diwujudkan dalam bentuk uang dan kain putih.
kemudian harta adat yang telah disanggupi termasuk kain putih oleh pihak keluarga
laki-laki dan akan diantarkan kepada pihak keluarga perempuan paling lambat 1
(satu) pekan setelah peminangan diterima.
Setelah peminangan dilaksanakan maka ditentukanlah saudara kawin. Yang
dimaksud dengan saudara kawin disini adalah seorang laki-laki pendamping
pengantin perempuan yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan mempelai
perempuan dan biasanya saudara kawin itu ditentukan oleh orang tua perempuan.
Adapun adat lain dalam daerah tersebut yaitu tempat siri yang disediakan oleh
keluarga dirumahnya ketika keluarga laki-laki datang menjemput perempuan untuk
dibawa ke rumah keluarga laki-laki setelah rangkaian akad nikah telah berakhir.
Tempat siri yang berisikan siri dan pinang nantinya akan dimakan oleh
perwakilan dari keluarga laki-laki yang datang menjemput perempuan di rumah orang
tuanya untuk dibawa ke rumah keluarga laki-laki. Wujud dari pinang yang dimakan
itu sebagai ucapan terima kasih kepada keluarga perempuan yang diberikan dalam
7bentuk uang dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi keluarga
setempat.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk
merumuskan suatu permasalahan pokok yaitu “Sistem Pelaksanaan Perkawinan pada
Masyarakat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah (Studi
Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat Desa Liang)”. Untuk lebih
mempermudah dalam penyelesaiannya, maka penulis membagi menjadi beberapa sub
masalah, antara lain:
1. Bagaimana sistem pelaksanaan perkawinan di Desa Liang Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah?
2. Bagaimana tinjauan  hukum Islam terhadap adat atau tradisi perkawinan di
Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan sistem pelaksanaan berdasarkan
perkawinan adat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku
Tengah dan sistem pelaksanaan hukum Islam (KHI)?
C. Hipotesis
Dari uraian permasalahan tersebut, maka penulis mengambil suatu kesimpulan
berupa jawaban sementara dengan jalan hipotesis, yaitu :
1. Pelaksanaan  atau tatacara perkawinan di Desa Liang Kecamatan Salahutu,
Kabupaten Maluku Tengah yaitu proses peminangan diawali dengan
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menyampaikan pesan orang tua laki-laki kepada pihak perempuan untuk
dipinang serta penentuan saudara kawin dan seterusnya.
2. Perkawinan adat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku
Tengah sudah menjadi tradisi yang diwarisi secara turun temurun sampai
sekarang. Hal ini hampir terjadi disemua daerah dan sangat dipengaruhi
oleh faktor agama yang dianut oleh masyarakat setempat.ajaran agama
menjadi corak dan sangat berpengaruh terhadap tata cara perkawinan adat.
Hal ini mencerminkan bahwa ada korelasi yang kuat antara agama dan adat
dalam suatu perkawinan, korelasi ini secara langsung mencerminkan
bahwa pada dasarnya hukum Islam bisa sejalan dengan adat istiadat
perkawinan di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
dengan asumsi bahwa agama sendiri tidak menganjurkan ummatnya untuk
meninggalkan adat kebiasaan selama itu tidak melanggar syariat, sementara
kenyataan di lapangan, adat kebiasaan tidak banyak mempengaruhi agama ,
justru agamalah yang banyak menjadi corak terhadap adat kebiasaan
masyarakat.
3. Persamaan dan perbedaan sistem pelaksanaan berdasarkan perkawinan adat
di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan sistem
pelaksanaan hukum Islam yaitu kalau dalam pelaksanaan akad nikah itu
rukun dan syaratnya itu sesuai dengn pelaksanaan hukum Islam.
Sedangkan perbedaannnya itu terletak pada adat atau kebiasaan yang
9dilakukan setelah proses akad nikah. Salah satunya yaitu proses makan siri
dan pinang yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki.
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Untuk lebih terarah dan mencegah timbulnya pemahaman dan penafsiran
keliru, maka dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan definisi operasional
tentang kata-kata yang di anggap penting yaitu, :
“Perkawinan” adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan
mengadakan hubungan keluarga( suami istri) antara pria dan wanita secara bebas
sebebasnya, tetapi ditetapkanlah bagi manusia aturan main yang aman dan sempurna
yang menjaga kemuliaannya dan memelihara kehormatannya.10 Sedangkan dalam
referensi lain dikatakan bahwa perkawinan adalah membentuk keluarga dengan lawan
jenis.11
“Adat” adalah aturan atau perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak
dahulu kala.12
“Adat” menurut masyarakat Liang adalah sesuatu yang dikenal oleh
masyarakat, dikerjakan secara berulang-ulang, yang telah turun temurun serta
menjadi suatu peradaban bagi mereka.
10 Muhammad Bagir Al- Habsyi, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan
Pendapat Para Ulama ( Bandung: Mizan, 2002), h. 2.
11 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa  Indonesia ( Edisi 3; Jakarta: Balai
Pustaka, 2007), h. 518.
12 Ibid., h. 7.
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“Desa Liang” adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Salahutu
Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa judul
tersebut dimaksudkan yakni untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan
perkawinan adat yang terjadi di desa tersebut serta pandangan hukum Islam mengenai
hal tersebut.
E. Kajian Pustaka
Pembahasan ini membahas tentang “Sistem pelaksanaan perkawinan pada
masyarakat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
(Studi analisis perbandingan hukum Islam dan hukum Adat Liang) Setelah
menelusuri berbagai refrensi yang berkaitan tentang pembahasan ini, penulis
menemukan beberapa buku yaitu:
1. Fiqh Munakahat oleh Prof.Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A. yaitu
membahas tentang dasar-dasar umum perkawinan serta hukum yang
mengatur tentang perkawinan tersebut.
2. Hukum Perkawinan Islam, oleh Moh. Idris Ramulyo, yaitu membahas
tentang pengertian dan hukum nikah dan memberikan gambaran dasar
hukum terhadap pelaksanaan pernikahan dalam hukum Islam.
3. Fikih Sunnah Jilid VI, oleh Sayyid Sabiq yaitu membahas mulai dari
pengertian perkawinan, bentuk perkawinan, rukun dan syarat serta
ketentuan tentang perkawinan.
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4. Kompilasi Hukum Islam.di Indonesia Melalu Instruksi Presiden RI No. 1
Tahun 1991 tentang KHI oleh Abdurrahman SH.MH. adalah hukum
perkawinan yang merupakan ramuan dari Fiqh Munakahat disertai ulasan
dari pemikiran kontemporer tentang hukum perkawinan yang berlaku di
Indonesia.
Pokok masalah yang dibahas oleh penulis tidak pernah dibahas oleh penulis
lain sebelumnya, jadi penulis akan membahas pada objek penelitian yang baru.
F. Metode Penelitian
Sebagaimana lazimnya dalam penulisan skripsi diperlukan data-data dimana
data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut :
1. Metode penyajian/ Penulisan Data
Dalam metode penyajian, digunakan metode sebagai berikut:
a. Metode Induktif, yaitu dengan jalan membahas dan meneliti persoalan
yang bersifat khusus, kemudian mengadakan generalisasi kepada hal
yang lebih umum, sehingga mengambil suatu kesimpulan pengertian
universal.
b. Metode Deduktif, yaitu dengan jalan membahas dan meneliti persoalan
yang bersifat umum dari segi pengetahuan yang bersifat khusus,
kemudian ditarik dan ditemukan suatu kesimpulan secara deduktif.
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c. Metode Komparatif, yaitu cara pengolahan data dengan jalan
membandingkan beberapa data atau pendapat kemudian menarik suatu
kesimpulan.
2. Metode Pengumpulan
Data yang diperoleh sebagai bahan penelitian ini menggunakan data yang
dapat dipercaya kebenarannya, pengumpulan data ini dilakukan melalui :
a. Studi kepustakaan (Library research)
Dalam studi kepustakaan ini penulis mengumpulkan data-data dengan
cara membaca, mencatat, mempelajari dan menganalisa isi pustaka yang
berkaitan dengan masalah yang ada hubungannya dengan pembahasan
skripsi ini.
b. Studi Lapangan (Field research)
Dalam studi lapangan ini penulis mengadakan penelitian dilapangan
dengan menitikberatkan pada terjun langsung meneliti di Desa Liang.
Dalam penelitian ini penulis mengemukakan data melalui metode :
1) Interview, yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengadakan
wawancara dengan warga masyarakat, penghulu, dan tokoh agama di
daerah tersebut.
2) Observasi, yaitu suatu cara dengan mengumpulkan data dengan
mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap hal
yang sesuai dengan pembahasan.
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3 . Metode Pengolahan Data
a. Data Primer, yaitu : sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian
dilapangan serta instansi lainnya sebagai hasil studi lapangan.
b. Data Sekunder, yaitu : Sumber data yang diperoleh dengan mengamati,
mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang
terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
4 . Metode Pedekatan dan Analisis Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode
pendekatan sebagai berikut:
a. Pendekatan Syar’i yaitu pendekatan yang memperhatikan ketentuan
syari’at islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis
b. Pendekatan Yuridis yaitu metode pendekatan yang selalu
memperhatikan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
dan KHI.
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Adapun tujuan penelitian dari penulis ini adalah :
a. Untuk mengetahui pelaksanaan atau tatacara perkawinan di Desa Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
b. Untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai syari’at Islam diaplikasikan
oleh masyarakat dalam tatacara perkawinan di Desa Liang Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah untuk mengetahui pandangan
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hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat
Liang.
c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sistem pelaksanaan
berdasarkan perkawinan adat di Desa Liang Kecamatan Salahutu
Kabupaten Maluku tengah dan sistem pelaksanaan hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian:
a. Manfaat Teoritis, sebagai sumbangsih pemikiran yang positif bagi
penulis terhadap masyarakat di Desa Liang Kecamatan Salahutu
Kabupaten Maluku Tengah terhadap pelaksanaan perkawinan adat dan
menambah khazanah keilmuan dan intelektual kepada masyarakat
terutama pada mereka yang melaksanakan perkawinan.
b. Manfaat Praktis, yaitu untuk memenuhi persyaratan akademik dalam
rangka meraih gelar kesarjanaan sesuai disiplin ilmu yang
dikembangkan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri.
H. Garis Besar Isi
Dalam pembahasan ini, secara garis besarnya akan diuraikan secara terperinci
dalam lima bab yaitu :
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Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan
pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi timbulnya permasalahan, rumusan
masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian dan garis-garis
besar isi skripsi.
Bab kedua, bab ini menyajikan tentang gambaran umum lokasi penelitian
yang menguraikan tentang bagaimana daerah atau lokasi penelitian tersebut.
Bab ketiga, bab ini menyajikan tinjauan pustaka sebagai kajian teoritis yang
menguraikan tentang pengertian pernikahan menurut Undang-undang No 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, rukun dan syarat serta tujuan pernikahan menurut adat.
Bab keempat, bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian yang meliputi
sistem pelaksanaan perkawinan adat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten
Maluku Tengah, tinjaun hukum Islam terhadap sistem perkawinan adat tersebut serta
persamaan dan perbedaan sistem pelaksanaan berdasarkan perkawinan adat dan
sistem pelaksanaan hukum Islam.
Bab kelima, merupakan bab penutup. Dalam bab ini dirumuskan isi dan






Desa Liang yang berada di wilayah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku
Tengah memiliki luas wilayah 32.400 Ha. Dengan batas-batas wilayah sebagai
berikut:
Sebelah Utara   :  Laut Seram
Sebelah Timur   : Desa Waai
Sebelah Selatan  :  Desa Passo
Sebelah Barat      :  Desa Morella
Luas lahan dibagi dengan pola pembagian tanah sebagai berikut:
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Tabel 1
Luas Lahan Desa Liang
Sumber : Kantor Desa Liang ( Januari 2012)
Terlihat dari tabel tersebut di atas, lahan yang paling luas adalah kebun sagu
yaitu 250 Ha atau 40,81%. Kemudian terdapat pula kebun campuran yang luasnya
157 Ha atau 25,63%, luas semak belukar 113 Ha atau 18,44%, batu-batuan 87 Ha
atau 14,20%, dan alang-alang 5,5 Ha atau 0,89%.
No. Jenis Pembagian Tanah Luas (Ha) Presentase (%)
1 Semak Belukar 113 18,44
2 Batu-batuan 87 14,20
3 Alang-alang 5,5 0,89
4 Kebun Campuran 157 25,63




Desa Liang yang luas wilayahnya 32.400 Ha dihuni oleh 6.211 jiwa pada
tahun 2012. Penduduk terdiri dari 3.172 lak-laki dan 3.039 perempuan. Untuk lebih
jelas mengenai keadaan penduduk menurut tingkat umur, dapat dilhat pada tabel
berikut:
Tabel 2
Penduduk Menurut Tingkat Umur di Desa Liang
No.
Golongan Umur Jumlah (orang) Presentase
(%)
1 <1-5 659 10,61%
2 6-11 1.957 31,50%
3 12-17 2032 32,71%
4 18-23 759 12,22%
5 24-29 803 12,92%
6 30-35 459 7,39%
7 36-41 412 6,63%
8 42-47 560 9,01%
9 48-53 293 4,71%
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Sumber : Kantor Desa Liang ( Januari 2012)
Dari Tabel di atas menunjukkan tingkat umur penduduk Desa Liang pada
tahun 2012. Adapun struktur penduduknya dapat dilihat sebagai berikut: jumlah
penduduk terbesar adalah yang berusia 12-17 dengan jumlah 2032 jiwa atau 32,71%.
Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah penduduk yang berusia >54 dengan
jumlah 224 jiwa atau 3,60%.
Tabel tersebut pula mengenai struktur umur yang sebagian penduduk masih
berusia muda yaitu sebanyak 6010 jiwa atau 96,76%. Sedangkan seperti yang
diketahui bahwa pada ummnya penduduk usia muda Indonesia mempengaruhi
fungsionalitas, karena sebagian besar sama sekali tidak dapat bekerja dan hanya
menggantungkan hidupnya pada penduduk yang usianya lebih tua atau orangtuanya.
Sehubungan dengan keadaan geografis seperti itu, dapat pula diketahui mengenai
perbandingan antara penduduk produktif dengan penduduk non produktif.
Penduduk produktif dihitung mulai dari 16 samapi 50 tahun, sedangkan
selebihnya tergolong usia non produktif karena walaupu mereka bekerja, hasil mereka
tidak produktif dan efesien lagi.
10 >54 224 3,60%
Jumlah 6211 100
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Penduduk Desa Liang dilihat segi tingkat pendidikan tertentu menunjukkan
variasi, mulai dari tingkat SD sampai tingkat Akademi dan Tingkat Perguruan Tinggi.
Namun terdapat juga penduduk yang tidak pernah mengikuti pendidikan formal.
Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat pendidikan di Desa Liang
No. Tingkat Pendidikan Jumlah pendidikan Presentase
(%)
1 Belum Sekolah 580 9,33%
2 Tidak pernah sekolah 353 5,68%
3 Tidak tamat SD 354 5,69%
4 SD 1743 28,06%
5 SLTP 950 15,29%
6 SLTA 1090 17,54%
7 D1 55 0,88%
8 D2 81 1,30%
9 S1 380 6,11%
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10 S2 105 1,69%
11 S3 1 0,01%
Jumlah 6211 100
Sumber : Kantor Desa Liang ( Januari 2012)
Peningkatan status pendidikan merupakan akibat langsung bagi penduduk memasuki
sekolah, ini berarti meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Tabel 3 menunujukkan bahwa Desa Liang pada umumnya telah memiliki
pemahaman sejak dini bahwa pendidikan sangatlah penting. Jenjang pendidikan yang
terbesar yang diamati adalah tingkat SD yaitu berjumlah 1743 jiwa atau 28,06% dan
yang terendah adalah lulusan S3 sebanyak 1 jiwa atau 0,01% dari jumlah penduduk
keseluruhan. Pada bagian lain keadaan demografi adalah hubungan kerja dengan
distribusi penduduk dalam berbagai lapangan kerja yang sudah berkembang di Desa
Liang. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut::
Tabel 4
Distribusi Penduduk Dalam Setiap Lapangan Kerja di Desa Liang




1 Pegawai Negeri Sipil 75 5,70%
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2 Pegawai/Karyawan Swasta 31 2,35%
3 TNI 22 1,67%
4 Polri 7 0,53%
5 Pensiunan PNS/TNI/Polri 76 5,77%
6 Petani 785 59,69%
7 Buruh Tani 27 2,05%
8 Peternak 53 4,030%







12 Pengusaha Kecil dan
Menengah
14 1,064
13 Pedagang Keliling 15 1,14%
14 Montir 5 0,38%
Jumlah 1315 100
Sumber : kantor Desa Liang ( Januari 2012)
Berdasarkan tabel di atas diketahui jenis lapangan kerja yang paling banyak
menyerap tenaga kerja di Desa Liang adalah sektor petani 785 jiwa atau 59,69% dari
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jumlah tenaga kerja yang telah berpartisipasi dalam berbagai lapangan kerja, dan
yang paling sedikit adalah jasa montir yaitu sebanyak 5 jiwa atau 0,38% dari
penduduk keseluruhan.
Dari tabel jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan tersebut dapat
disimpulkan bahwa penduduk Desa Liang pada umumnya peduli terhadap
pendidikan, terbukti dengan banyaknya lulusan yang dihasilkan, mulai dari SD
sampai pada jenjang Perguruan Tinggi.
Sebagai kesimpulan dari tabel tersebut adalah bahwa Desa Liang merupakan
wilayah pertanian dengan banyaknya penduduk yang bekerja sebagai petani.
3. Potensi Ekonomi
Potensi ekonomi yang dimaksud adalah menyangkut berbagai sektor ekonomi
yang telah dikembangkan oleh penduduk sebagai sumber pemenuhan kebutuhan
masyarakat di Desa Liang. Sedang potensi ekonomi yang sudah berkembang dan
berproduksi sampai dewasa ini adalah meliputi sektor pertanian
Sektor perdagangan juga cukup menunjang pendapatan rumah tangga
masyarakat Desa Liang. Tetapi umumnya para pedagang tersebut masih mengelola
perdagangannya bersama dengan rumah tangganya sehingga tidak ada pemisahan
antara modal usaha dan rumah tangga yang akan dikonsumsi setiap hari. Sektor lain
yang cukup produktif menunjang pendapatan rumah tangga masyarakat Desa Liang
adalah sektor ekonomi peternakan dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 5
Distribusi Sektor Ekonomi Peternakan di Desa Liang
No. Jenis Populasi Ternak Jumlah (ekor) Presentase (%)
1 Sapi 121 2,09%
2 Kambing 345 5,96%
3 Ayam 5315 91,93%
Jumlah 5781 100
Sumber : Kantor Desa Liang (Januari 2012)
Di samping sebagai wilayah pertanian, Desa Liang juga termasuk daerah
peternakan dengan jumlah ternak adalah 5781 dalam satu tahun itu. Melihat bahwa
penghasilan ternak ayam sangatlah menguntungkan, sehingga dari tahun ke tahun
penduduk Desa Liang semakin banyak yang beralih untuk beternak atau memelihara
ayam.
berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jenis populasi ternak yang
terbanyak dipelihara oleh masyarakat Desa Liang adalah ayam dengan jumlah 5315
ekor atau 91, 93% dari jumlah keseluruhan ternak yang ada di DEsa Liang, dan yang
paling sedikit jumlahnya adalah sapi yaitu 121 ekor atau 2, 09%.
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B. Sarana dan Prasarana
1. Pendidikan dan Kesehatan
Tingkat pendidikan masyarakat sangat berhubungan dengan tersedianya
sarana dan prasarana yang menunjang mereka dapat menyelesaikan pendidikan
dengan baik. Pada tabel berikut ini dapat dilihat jumlah sarana pendidikan yang
terdapat di Desa Liang.
Tabel 6
Keadaan Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Liang






1 TK 2 53 5
2 SD 7 723 41
3 SLTP 2 469 25
4 SLTA 1 109 11
Jumlah 12 1354 82
Sumber : Kantor Desa Liang ( Januari 2012)
Berdasarkan pada tabel tersebut dapat diketahui mengenai jumlah dan jenis
sekolah serta jumlah murid sekolah dalam wilayah Desa Liang. Sarana pendidikan
formal yang paling banyak di Desa Liang adalah SD yaitu sebanyak 7 buah dengan
27
jumlah murid keseluruhan adalah 723 dengan tenaga pengajar sebanyak 41 orang dan
lembaga pendidikan yang paling sedikit adalah tingkat SLTA yaitu 1 buah dengan
jumlah murid 109 orang dan tenaga pengajar sebanyak  11 orang.
Berdasarkan data tersebut dapat juga diketahui bahwa sarana pendidikan
formal yang ada di Desa Liang sudah mampu mendukung pelaksanaan pendidikan
bagi masyarakat sekitarnya dilihat dari tersedianya sarana pendidikan mulai dari SD
sampai SLTA, sedangkan untuk perguruan tinggi hanya terdapat ibu kota kabupaten.
Sedangkan sarana kesehatan yang ada di Desa Liang adalah 1 buah puskesmas
pembantu dan 2 unit toko obat
2. Sarana Perhubungan dan Komunikasi
Potensi ekonomi yang sudah ada di Desa Liang adalah meliputi sarana dan
parasarana perhubungan darat dan komunikasi elektronik seperti radio, televise, dan
media massa cetak seperti surat kabar. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan sarana
perhubungan yang terdapat di Desa Liang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 7
Keadaan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat di Desa Liang




1 Truk 3 0,72%
2 Angkutan pedesaan 36 8,75%
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Sumber: Kantor Desa Liang ( Januari 2012)
Tabel tersebut menunjukkan tentang keadaan sarana perhubungan dalam
wilayah Desa Liang dan jenis kendaraan yang paling banyak adalah motor dengan
jumlah 372 buah atau 90,51% sedangakan kendaraan yang paling sedikit adalah truk
dengan jumlah 3 buah atau 0,72%. Seluruh prasarana tersebut berfungsi sebagai alat
transportasi bagi masyarakat Desa Liang, selain itu juga dapat digunakan sebagai
pengangkut berbagai hasil yang ada di Desa Liang.
C. Agama dan Kepercayaan
Agama dan kepercayaan masyarakat di Desa Liang Kecamatan Salahutu
Kabupaten maluku Tengah Sebagaimana halnya masyarakat etnis Bugis, Makassar,
Jawa, Mandar dan yang lainnya adalah mayoritas memeluk agama Islam. Demikian
pula halnya dengan Desa Liang yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam.
Sedangkan jumlah sarana peribadatan yang terdapat di daerah ini sebanyak 5 buah
mesjid dan 8 buah mushalla.
Walaupun penduduk Desa Liang mayoritas memeluk dan meyakini salah satu
agama yang diyakini keaadaannya, dalam kehidupan masyarakat khususnya
penduduk asli daerah ini yang memeluk agama Islam sebagian diantara mereka masih
sering melakukan kegiatan-kegiatan dan upacara sakral yang bukan bersumber dari
3 Motor 372 90,51%
Jumlah 411 100
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ajaran Islam itu sendiri. Baik dalam upacara-upacara memperingati hari-hari besar
Islam seperti tanggal 1 Muharram, Maulid Nabi Besar Muhammad Saw. maupun
upacara lingkaran hidup seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan sebagainya yang
dalam pelaksanaannya nampak adanya pengaruh-pengaruh tradisi masyarakat yang
kurang sesuai dengan ajaran Islam.
Agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat Desa Liang ini
merupakan warisan dari pendahulu mereka. Agama yang mereka anut dalam hal ini
sangat tercermin dari budaya yang melatarbelakangi kehidupan mereka.
D. Sistem Kekerabatan
Sistem kekerabatan dalam suatu masyarakat umumya berkembang dari suatu
keluarga inti, begitupula halnya pada masyarakat Desa Liang yang anggota-
anggotanya terdiri atas seorang ayah, ibu dan anak-anaknya yang hidup dalam sebuah
rumah tangga. Sedangkan keluarga luas adalah orang-orang atau para kerabat yang
dipertalikan dengan hubungan darah, baik dari pihak ayah maupun ibu.
Masyarakat Desa Liang memperhitungkan garis keturunannya berdasarkan
prinsip patrilinial yakni hubungan yang memperhitungkan garis keturunan bapak.
oleh karena itu perkawinan dalam sistem ini akan mengakibatkan istri akan menjadi
warga masyarakat dari pihak suaminya.
Adapun kekerabatan dari semua pihak baik ayah maupun pihak ibu tetap
dijaga unsur musyawarah, tolong menolong, dan kesayangan serta keharmonisan
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tetap terpelihara diantara mereka. Mereka dalam hal memilih jodoh untuk dijadikan
pendamping hidup, biasanya diambil dari kerabat yang terdekat dengan alasan bahwa
pendamping hidup haruslah tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya dari kedua




A. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang dan Adat
Perikatan perkawinan sangat penting dalam pergaulan masyarakat bahkan
hidup bersama ini yang kemudian melahirkan anak keturunan mereka merupakan
sendi yang utama bagi pembentukan Negara dan bangsa. Kesejahteraan dan
kebahagiaan hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan
masyarakat dan Negara, sebaliknya rusak dan kacaunya hidup bersama yang namanya
keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.
Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi
tegak dan sejahteranya masyarakat, maka Negara membutuhkan tata tertib dan
kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini. Dan peraturan-peraturan inilah yang
menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan
tersebut.
Tata tertib inilah yang berlaku di Indonesia dan dalam bentuk konkretnya di
sebut hukum perkawinan atau istilah lain yang sama maksudnya dan telah berlaku
sejak dahulu sampai sekarang. Tata tertib dan kaidah ini pula yang telah dirumuskan
dalam suatu Undang-Undang Pokok Perkawinan, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan.
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Dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dirumuskan pengertian perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar
perkawinan dengan rumusan : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di
dalam penjelasan pasal demi pasal, khusus mengenai pasal 1 tersebut dinyatakan
sebagai berikut:
Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertama ialah
Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali
dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur
lahir/jasmani tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.
Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula
merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan
kewajiban orang tua.
Demikian juga perkawinan bahkan di samping sebab-musabab yang dapat
diterima oleh akal, juga telah ditentukan terlebih dahulu sebab bolehnya suatu
perkawinan itu diputuskan atau terpaksa terputus, yang dapat diartikan bahwa
perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu
saja.
Dalam penjelasan umum Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan antara lain dinyatakan: “ Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia
adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus
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menampung prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini
menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.”
Dengan ikatan lahir bathin dimaksudkan bahwa perkawinan tidak hanya
cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan bathin saja, tetapi harus kedua-duanya
.suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu
hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami
istri dengan kata lain disebut sebagai hubungan formal.
Hubungan formal ini nyata, baik bagi yang mengingatkan dirinya maupun
bagi orang lain ataupun masyarakat. Sebaliknya suatu ikatan bathin merupakan
hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata,
tetapi ikatan itu harus ada karena tanpa ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.
seyogianya dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan.
Dalam taraf permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan bathin ini
diawali dengan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama.
Seterusnya ikatan bathin akan merupakan inti ikatan lahir. Terjalinnya ikatan lahir
dan ikatan bathin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang
bahagia dan kekal.
Arti bathin dalam perkawinan ialah bahwa dalam bathin suami isteri yang
bersangkutan terkandung niat yang sungguh- sungguh untuk hidup bersama sebagai suami
isteri1. Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak
1Bakri A. Rahman, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan
Hukum Perdata/Bw. (  Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), h.13.
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dan sejahtera masyarakat, maka Negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang
mengatur hidup bersama. Peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian
perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang
memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut2.
Dengan mempergunakan berbagai segi penglihatan terhadap perkawinan itu,
maka secara pendek pengertian perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk
memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya
kepada masyarakat ramai.
Sedangkan pengertian perkawinan menurut adat adalah suatu ikatan antara
seorang laki-laki dan seoarang wanita untuk membentuk rumah tangga yang
dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua bela pihak saudara
maupun keluarga.3 Makna dan arti perkawinan menjadi lebih dalam karena selain
melibatkan kedua keluarga juga lebih berat untuk melanjutkan keturunan.
Menurut hukum adat perkawinan itu adalah urusan kerabat, keluarga,
masyarakat, urusan derajat, urusan pribadi, urusan satu sama lain dalam hubungannya
sangat berbeda, namun dalam lingkungan masyarakat perkawinan itu juga merupakan
syarat untuk meneruskan silsilahnya sendiri dimasa datang.
2Soedharyo Soimin, Hukum  Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW,
Hukum Islam dan Hukum Adat. ( Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h.2.
3 Soerojo Wignjodipoero, Asas-asas Hukum Adat, (  Jakarta: Gunung Agung, 1988),  h.55.
35
Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja
sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus juga
merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan
perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan
keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama kedudukan anak,
hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat
istiadat, kewarisan kekeluargaan, dan kekerabatan dan ketetanggaan serta
menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.
Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan
keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun
hubungan manusui dengan manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat
didunia dan selamat di akhirat.
Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan yang mempunyai
akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan
sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam “ perikatan adat”
seperti tentang kedudukan suami istri serta hal-hal yang berkaitan dengan keluarga
tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.
Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya
dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “ Rasa Senak “ (hubungan
anak-anak, bujang gadis) dan “Rasa Tuha” (hubungan orang tua keluarga dari pada
calon suami istri).
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Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban
orang tua termaksud anggota keluarga, kerabat menurut hukum adat setempat yaitu
dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan
memelihara kerukunan, keutuhan dan kelenggengan dari kehidupan anak-anak
mereka yang terlibat dalam perkawinan.
Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan
bersistem “perkawinan jujur” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada
pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman
suami. hal ini biasa dijumpai di (Bantul, Lampung, Bali) kemudian “ Perkawinan
Semenda“ dimana pelamar dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah
perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri hal ini bisa
dijumpai didaerah (Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan) dan perkawinan bebas
yaitu di (Jawa, Mencur, Mentas) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan
setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan
kediaman mereka, menurut kehendak mereka, yang terakhir ini banyak berlaku
dikalangan masyarakat keluarga yang telah maju.
Dari berbagai penjelasan tersebut telah ditarik suatu kesimpulan bahwa,
bagaimanapun tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan
melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistim yang berlaku dalam
masyarakat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya, hal mana
berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang
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bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak berkepentingan dengan kepentingan
umum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Dengan demikian perkawinan dalam arti “ Perikatan Adat “ walaupun
dilangsungkan antara adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya dari
pada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan
adat yang hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.
B. Syarat dan Rukun Menurut Undang-undang dan Adat
Perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat
tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan
perkawinan maupun yang berhubungan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
Antara syarat dan rukun perkawinan memiliki perbedaan dalam
pengertiannya. Yang dimaksud dengan syarat dari perkawinan adalah sesuatu yang
harus ada dalam perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak
dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Sedangkan rukun dari perkawinan adalah
hakekat dari perkawinan itu sendiri.4
Sahnya perkawinan itu kalau memenuhi syarat pasal 2 Undang-Undang No 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah:
Ayat 1: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan Kepercayaannya itu.
Ayat 2 : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Berdasarkan pasal 2 ini menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia tidak
semata-mata berkenaan dengan hanya hubungan keperdataan kodrati pripadi
4 Ny Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta :
Liberty, 1982), h.30.
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melainkan juga turut campurnya agama atau kepercayaan individu yang bertujuan
melaksanakan ibadat agamanya masing-masing dan juga bagi yang tidak beragama
tetapi menganut suatu kepercayaan hendaknya tetap berpendirian seperti itu supaya
sikap disiplin kepada dirinya selalu ada.
Di samping itu Indonesia sebagai sebuah Negara tentunya akan selalau
memperhatikan kepentingan individu-individu warga negaranya dalam melaksanakan
kodrati pribadinya melanjutkan keturunan dengan membentuk keluarga peristiwa itu
akan dicatat.
Suatu perkawinan bukan merupakan bidang hukum perikatan, melainkan
hukum keluarga. Karena itu hanya diperkenankan adanya kelangsungan suatu
pembentukan keluarga kalau memang benar-benar atas kehendak yang disetujui
bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan orang lain
dengan syarat yang dicantumkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan. Adapun syarat usia perkawinan yaitu:
1. Perkawinan hanya diizinkan  jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam
belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta
dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua
orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan ini mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang
tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga
dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak
mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
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Tidak banyak yang perlu diungkapkan mengenai sahnya perkawinan, oleh
Karena kenyatannya telah menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya telah
meresapi sepenuhnya ketentuan agama yang dianut oleh masyarakat itu khusus untuk
fenomena sahnya perkawinan.
Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal.
Syarat  materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang
melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat subjektif. Adapun syarat-syarat
formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum
agama dan Undang-undang, disebut juga syarat objektif. Persyaratan perkawinan
diatur secara limitatif di dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undan-Undang No 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang meliputi persyaratan materiil maupun formal.
Perlu diingat selain harus memenuhi persyaratan perkawinan menurut
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bagi mereka yang hendak
melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang
diatur atau ditentukan di dalam hukum agamanya masing-masing. Persyaratan
materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan
meliputi:
a. Persyaratan orangnya
1. Berlaku umum bagi semua perkawinan:
a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai
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b. Calon mempelai sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan
16 (enam belas) tahun bagi wanita.
c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi seorang
laki-laki yang beristri lebih dari seorang.
d. Bagi wanita tidak sedang berada dalam jangka waktu tunggu atau masa
iddah.
2. Berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu:
a. Tidak terkena larangan atau halangan melakukan perkawinan, baik
menurut Undang-undang maupun hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu.
b. Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah
kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Izin yang harus diperoleh:
a. Izin orang tua atau wali calon mempelai
b. Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang atau
berpoligami.
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nasional menentukan
bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, di samping harus mengikuti ketentuan-
ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus
memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan beserta
penjelasannya.
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Dan mereka diharuskan pula melengkapi surat-surat yang diperinci di dalam
Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Pada garis besarnya syarat-syarat perkawinan itu dapat diperinci sebagi
berikut :
a. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai, kecuali apabila
hukum menentukan lain. hal ini untuk menghindarkan terjadinya paksaan
bagi calon mempelai dalam memilih bakal isteri/suami.
b. Calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan calon
mempelai perempuan sudah mencapai umur 16 tahun ( Pasal 7 ayat 1).
c. Mendapat izin dari kedua orang tuanya, bagi calon mempelai yang belum
mencapai umur 21 tahun. Bila orang tuanya berhalangan, izin dapat
diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam Undang-undang (Pasal 6
ayat 2-5).
d. Antara kedua calon suami isteritidak ada larangan perkawinan.
e. Masing-masing pihak tidak terikat tali perkawinan, kecuali bagi calon
suami bila mendapat izin dari pengadilan (Pasal 9).
f. Antara kedua calon mempelai tidak pernah terjadi dua kali perceraian,
kecuali jika hukum agamanya menentukan lain.
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g. Telah lepas dari masa iddah atau jangka waktu tunggu karena putusnya
perkawinan (Pasal 11).5
Adapun yang termasuk rukun perkawinan, yaitu hakekat dari suatu
Perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah :




Syarat  perkawinan menurut adat diantaranya yaitu :
a. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau
kepercayaan. tetapi harus juga nendapat persetujuan dari para kerabat.
b. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita
sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut
hukum adat setempat.
c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari orang tua dan anggota
kerabat. masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak
diakui oleh masyarakat.
5Bakri A. Rahman, Op.Cit., 33.
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d. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria tau wanita yang belum cukup umur
atau masih anak-anak, begitu juga kalau sudah cukup umur perkawinan
harus berdasarkan izin orang tua atau kerabat.6
Sedangkan menurut hukum adat yang lain setiap pribadi walaupun sudah
dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa
persetujuan orang tua atau kerabatnya. Sedangakn di masa sekarang pada keluarga
yang sudah maju, karena perkembangan pendidikan dan bertambah luasnya
pengalaman dan pergaulan sikap tindak orang tua sudah banyak lebih mengalah pada
kehendak dan pilihan anak-anaknya untuk berumah tangga.
C. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-undang dan Adat
Dalam Undang-undang ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai
perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah
disesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan zaman.7
Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-undang ialah membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami- isteri perlu saling membantu dan
melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu
dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.8 Perkawinan bertujuan untuk
membentuk keluarga bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa yang bahagia dan
6Nana Cuana, Syarat perkawinan menurut adat, http : // LibUin-Malang.ac.id  (27/03/2012).
7Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h.306.
8Ibid., h.307.
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kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan
tidak boleh diputuskan begitu saja.
Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan
ketuhanan yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam pancasila. Hal ini
menunjukkan motivasi agama merupakan dasar bagi perkawinan.
Adapun tujuan perkawinan yang lain ialah menurut perintah Allah Swt untuk
memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga
yang damai dan teratur. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan
manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu: kepentingan untuk diri pribadi dan
kepentingan yang bersifat umum .setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu
mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan atau anak.
Dari aspek pribadi yang dimaksud adalah bahwa anak itu merupakan
penolong baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak bagi diri ibu
bapak yang bersangkutan. Sedangkan aspek umum yang dimaksud adalah yang
berhubungan dengan keturunan atau anak ialah karena anak-anak itulah yang menjadi
penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk
meramaikan dan memakmurkan dunia ini.
Menurut filosof Islam imam al-ghazali membagi tujuan perkawinan sebagai
berikut:
a. Memperoleh keturunan yang sah dan akan melangsungkan keturunan serta
memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
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c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
Adapun tujuan yang lain itu untuk membentuk keluarga yang bahagia rapat
hubungan dengan keturunan, serta pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan
kewajiban orang tua.
Sedangkan tujuan perkawinan menurut adat ialah sesuatu yang dilakukan dan
pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya
hal keturunan, yaitu anak ini sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum.
Adapun tujuan yang lain yaitu untuk mempertahankan dan meneruskan
keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan  atau keibuan kebapakan, untuk
kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat
budaya dan kedamaian untuk mempertahankan kewarisan.
Dengan demikian, apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan
(anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan
generasi dapat berjalan dengan baik. Anak yang lahir dari hubungan perkawinan, oleh
masyarakat disebut anak kandung.9




SISTEM PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DI DESA
LIANG KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH
A. Pelaksanaan atau Tatacara Perkawinan Adat di Desa Liang Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
Pada bab ke-4 ini penulis akan membahas tentang tata cara pelaksanaan
perkawinan di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. mulai
dari proses sebelum perkawinan, upacara perkawinan, sampai pada proses setelah
perkawinan.Kemudian dilanjutkan dengan membahas tentang tinjauan hukum Islam
terhadap adat atau tradisi perkawinan di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten
Maluku Tengah. Serta persamaan dan perbedaan sistem pelaksanaan berdasarkan
perkawinan adat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten maluku Tengah dan
sistem pelaksanaan hukum Islam.
1. Proses Sebelum Perkawinan
Perkawinan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam kehidupan
manusia terutama dalam mengatur pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga sebagai suami isteri dan
sekaligus merupakan saat peralihan dari masa remaja ke masa keluarga. dan pada
dasarnya adalah sesuatu yang sakral untuk mempersatukan dua manusia lain jenis
(laki-laki dan perempuan) dalam jiwa dan raga untuk sekaligus memenuhi tugas
sebagai hamba Allah SWT. Sehingga perkawinan hendaknya dilakukan atas dasar
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cinta kasih dan kerelaan, karena pada hakekatnya perkawinan adalah sesuatu yang
membahagiakan.
Proses perkawinan umumnya disertai dengan berbagai rangkaian-rangkaian
upacara yang dianggap sakral bagi masyarakat pendukungnya. Tanpa upacara sebuah
perkawinan terasa hambar dan kurang semarak, walaupun upacara tersebut bukanlah
suatu kewajiban, tetapi hal ini semata-mata karena kebiasaan yang sudah
membudaya.
Suatu acara perkawinan membutuhkan atau melibatkan banyak orang, karena
perkawinan bukan saja acara kedua mempelai melainkan juga merupakan upacara
keluarga, urusan kerabat, bahkan juga menjadi urusan anggota masyarakat.
Dalam upacara perkawinan adat Liang terdiri atas beberapa tahap kegiatan
yang meliputi: tahap pemberitahuan akan peminangan, peminangan, penentuan
besarnya harta adat, serta penyerahan harta adat.
a. Pemberitahuan Peminangan
Dalam rangka mengawali suatu peminangan sebagai salah satu elemen
penting yang melekat dalam adat perkawinan di Desa Liang Kecamatan Salahutu
Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dimana proses peminangannya yakni
orang tua dari pihak laki-laki (berkehendak meminang ) mengutus salah satu orang
atau lebih yang di tuakan berasal dari garis keturunan ayah ataupun dari garis
keturunan ibu untuk bersilahturahmi mengunjungi keluarga
(orang tua) dari pihak perempuan yang dikenal dalam adat perkawinan disebut
“Ma’a Paharuhu” artinya  penyampaian pemberitahuan.
48
Penyampaian pemberitahuan yang dimaksud ini berupa “ Sowwa “ yang
artinya amanah dari orang tua laki – laki  yang isinya berupa salam hormat  serta
penyampaian pemberitahuan bahwa dalam waktu yang akan ditentukan atau
disepakati bersama, akan ada utusan sebagai perwakilan dari keluarga pihak laki-laki
untuk melakukan peminangan anak gadis dari orang tuanya. Dalam proses Ma’
Paharuhu ini sudah barang tentu terlahir dari saling kenal mengenal antara kedua
insan remaja yaitu laki-laki dan gadis.
Prosesi Penyampaian “Sowwa” ini diawali dengan beberapa aturan yang harus
dipahami betul oleh pelaku “Ma’a Paharuhu”. Adapun aturan atau tata cara adalah
sebagai berikut:
1. Saat datang bersilahturahmi,  ketika telah berada di depan pintu masuk rumah
orang tua pihak perempuan haruslah mengucapkan salam bila pintu dalam
keadaan terbuka tidaklah semena-mena masuk atau melangkahkan kaki masuk
kedalam rumah sejenak menunggu jawaban atau balasan salam dari pemilik
rumah.
2. Setelah ucapan salam itu dijawab, dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah
maka “Ma’ a Paharuhu” boleh masuk. Dengan memperhatikan langkah kaki
kanan mendahului masuk pada pintu rumah. Tidak mendahului untuk duduk,
sebelum ada isyarat yang dipersilahkan oleh pemilik rumah.
3. Penyampaian” Sowwa” atau amanah haruslah menggunakan tutur bahasa
yang sopan dengan menjunjung nilai – nilai adab.
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4. Sebagaimana lazimnya, pembawa” Sowwa” dalam mengawali maksud
silahturahminya, akan memulai dengan mengucapkan salam.
Kemudian setelah ucapan salam dijawab, keluarga pihak perempuan
akan menanyakan maksud dan  tujuan kedatangan dalam bentuk bahasa
daerah :
“ Au Iyau Rarehu Imi Auhanaisyaa, Imi Laire Hanaupe e ?
Ehenala Imi Laire, Imi Nihi Sowwa Waru Ma’i” ? 1
Artinya (Terjemahan bebas) :
“Saya ingin menanyakan sedikit, apa maksud kedatangan ini ?
Adakah kedatangan ini bermaksud membawa suatu amanah” ?
Pembawa “Sowwa” akan menjawab :
“Ami Laire Upu, Ami Sahu Upu Wesyi Lahatitare Ami Nihi Salam Laha
Sowwa. He e Ami Ana Malona  (si fulan ) Amai Laha Inai Ruwasyi Wa’a Upu
Laha Ina Ruwasyi Insya Allah Hamis Ala Masa Manama, Ami Iyami Lai
Palamai Upu Enyana Mahina.  Wa’ a Ami Ana Malona.”
Artinya (Terjemahan bebas) :
“Kedatangan kami ini tuan, kami melangkahkan kaki ke rumah ini yakni
membawa salam hormat sekaligus membawa amanah dari kedua orang tua
(si fulan) kepada  tuan  dan ibu, Insya Allah kamis malam yang akan datang,
kami berkehendak meminang anak gadis tuan dan ibu untuk anak laki laki
kami.”
1 Ali Abd Aziz Rehalat, pemangku adat. Adat Perkawinan di Desa Liang Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
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Penyampaian amanah ini setelah di dengar, maka pihak orang tua keluarga
perempuan akan mengucapkan :
“Hanumaa, Imi Waaimena, Insya Allah Imi Nihi Upu  Laha Ina Ruwasyi
Salam. Wa’ a Imana Malona Ma Amay Laha Inai Ruwasyi. Ami Rutu Ahalia
Mena, Inta  Ami Lope Khabare.”
Artinya (Terjemahan bebas) :
“Jikalau demikian begitu, hendaknya saudara – saudara kembali dulu, Insya
Allah akan kami sampaikan pemberitahuan.dan sampaikan pula salam hormat
kami kepada orang tua pihak laki –laki. Bilamana setelah mengumpul dan
berunding dengan ahli waris anak gadis kami, barulah kami menyampikan
kabar selanjutnya”.
Bila telah ada pemberitahuan lanjutan dari pihak keluarga perempuan setelah
melakukan prosesi pengumpulan saudara dan perundingan yang biasanya dikenal
dengan “ Maarutu Basudara” artinya berkumpulnya saudara (internal keluarga
perempuan). Dan hasil musyawarah ini akan diberitahukan kepada pihak keluarga
laki – laki agar selanjutnya dapat meminang, sesuai waktu yang diinginkan oleh
pihak keluarga perempuan. Waktu yang dilazimkan untuk prosesi peminangan adalah
malam senin ba’da isya atau malam kamis ba’da isya dan malam jumat ba’da isya
diperkirakan kurang lebih pukul 20.30-21.00 WIT.
b. Peminangan
Dalam pelaksanaan peminangan, utusan terdiri dari beberapa orang yang
ditunjuk sebagai perwakilan dari kedua orang tua laki – laki yang di representasikan.
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Utusan dalam melakukan peminangan ini adalah merupakan tindak lanjut dari
diperkenankannya dilakukan  peminangan oleh pihak keluarga perempuan.
Peminangan itu sendiri diatur dalam tata cara dan adat istiadat yang dikenal
dengan sebutan “Ma’ a Palamai Mahina” artinya pelaksanaan pemingan anak gadis.
Adapun tata caranya adalah sebagai berikut :
1. Mengawali peminangan para utusan berangkat dari rumah keluarga pihak
laki-laki menuju ke rumah keluarga perempuan dengan membawa serta sirih,
pinang, kapur, dan tembakau yang ditempatkan kedalam suatu tempat yang
namanya “Baruah” artinya tempat yang terisi didalamnya sirih pinang dan
perangkat lainnya. Baruah sebagai salah satu persyaratan dalam adat
peminangan.
“Baruah” ini sebagai salah satu pra syarat dalam adat peminangan. Jika
peminangan itu nantinya mendapat respon positif dalam arti dikabulkann
maka sirih pinang yang dibawa itu akan dicicipi oleh pihak keluarga
perempuan sebagai pertanda bahwa dikabulkannya maksud peminangan.
2. Bilamana peminanangan itu di tolak, maka sirih pinang ini akan dibawah
pulang kembali oleh para utusan ke rumah.
3. Para utusan pihak keluarga laki-laki (peminang) ketika telah berada di depan
pintu masuk rumah orang tua pihak perempuan haruslah mengucapkan salam.
Bila pintu dalam keadaan terbuka tidaklah semena – mena masuk atau
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melangkahkan kaki masuk kedalam rumah, sejenak menunggu jawaban atau
balasan salam dari pemilik rumah.
4. Setelah ucapan salam itu dijawab, dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah
maka barulah masuk. Dengan memperhatikan langkah kaki kanan mendahului
masuk pada pintu depan rumah. Keadaan di rumah keluarga perempuan telah
ditata sedemikian rupa sehingga dapat menampung para utusan yang datang.
Biasanya keluarga dari pihak perempuan telah hadir lebih dulu menunggu
kedatangan para utusan. Ruangan di atur dalam bentuk lingkaran dimana
kedua pihak akan duduk pada posisi bersila secara berhadapan di lantai yang
telah disediakan. Para lelaki akan mengambil posisi sebelah depan dan wanita
mengambil posisi bagian belakang dari majelis yang ada.
5. Bila pada waktunya, maka para utusan akan mengucapkan salam melalui
salah seorang yang ditelah disepakati sebelumnya dan ditunjuk selaku juru
bicara pihak keluarga laki-laki.
6. Setelah salam dijawab, kemudian salah seorang juru bicara yang ditunjuk
oleh pihak keluarga perempuan mengawali pembicaraan berupa pertanyaan
yang ditujukan kepada para utusan yang datang itu.
Adapun pertanyaanya adalah :
“Ami  Iyami  Rarehu Upu Wesyi Laha Inaesyi .  Upu Wesyi Laha  Inaesyi
Laire Hanaupe e ?
Ehenala Upu Wesyi Laha Inaesyi  Laire, Upu Wesyi Nihi Sowwa Waruma’ ?”
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Artinya ( Terjemahan bebas) :
“Kami ingin menanyakan, Apa maksud  kedatangan tuan – tuan dan
ibu – ibu?
Adakah kedatangan ini bermaksud membawa suatu amanah ?”
Utusan akan menyampaikan maksud dengan ucapan sebagai berikut :
“  Upu …., Ami Laire Upu.. Ami Sahu Upu Wesyi Laha Titare Ami Nihi
Sowwa, He’ e  Ami Upu Ama, Upu Tahinana, Ama,  Ina, Memena, Ina
Maruwa, A’awaria  Laha Rewu Mahina.
Amilai  Palamai Upu .. Enyana Mahina Wa’ ami Ana Malona.. ( si fulan )
Ruwasyi Pa’ atena Ruma’i   Laha Ruwasyi  Einasyi Suka Ruma’i.” 2
Artinya ( Terjemahan bebas) :
“Tuan .. maksud kedatangan kami  melangkahkan kaki ke rumah ini, kami
membawa amanah dari kakek dan nenek kami, orang tua kami, paman dan
bibi, kakak adik, serta saudara –saudara perempuan kami  untuk disampaikan
kepada tuan – tuan dan ibu – ibu di rumah ini. Kami berkehendak meminang
anak perempuan ( si fulana ) tuan,  untuk anak laki – laki kami (si fulan)
……….. kiranya berkenan  kami meminangnya oleh karena mereka berdua
telah saling kenal – mengenal dan saling suka  sama suka.
7. Setelah maksud ini di dengar bersama, maka juru bicara pihak perempuan
meminta salah seorang anggotanya untuk menanyakan hal dimaksud kepada
sang gadis. Meskipun sebelumnya ihwal kedua insan itu telah di bahas oleh
keluarga perempuan di waktu lalu, sebagai etika dan budaya maka perlu
menanyakan kembali kepada sang gadis.
8. Bila jawaban telah diterima dari sang gadis, maka orang yang diminta
menanyakan hal tadi menyampaikan di hadapan majelis “ Palamai Mahina”.
Sang Gadis tidak ikut serta berada dalam majelis itu. Namun keberadaan sang
2 Ali Abd Aziz Rehalat, pemangku adat. Adat Perkawinan di Desa Liang Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
54
gadis itu, mengambil posisi di kamarnya atau berada pada ruang  terpisah dari
majelis.
9. Jika demikian jawaban itu sudah didengar, maka juru bicara dari keluarga
laki-laki melanjutkan pembicaraan sebagai berikut :
” Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuhu”,  Upu Laha Ina .. Iku
Syika Kamiina, Einaka Pahanene  He’ e Upu Einyana  Mahina  Wa a Majelis
Lareire’ e,  Ami Palamai  Upu Enyana Mahina Re  …… (si fulana)  Wa’ a
Ami Ana Malona Ala Iku Syika Pamanesa Sunnat Uka Nabi Muhamamad
Rasulullah Sallallaahu’  Alaihi Wassallam.”3
Artinya ( Terjemahan bebas) :
“Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuhu”, tuan – tuan ….. dan
ibu – ibu ….. kita semua telah mendengar jawaban anak gadis tuan tadi,  oleh
karena itu kami meminta kepada tuan – tuan ….. dan ibu – ibu  kiranya
berkenan untuk kami meminanginya guna mengikuti sunnah Nabi
Muhamamad Rasulullah Sallallaahu’  Alaihi Wassallam.”
Tanggapan  ini selanjutnya diserahkan kepada  majelis, khususnya keluarga
perempuan melalui kesempatan yang disampaikan oleh juru bicara pihak perempuan.
Sejenak menunggu jawaban, proses lobi dan musyawarah singkat dilangsungkan
secara internal tanpa merubah atau meninggalkan ruang majelis. Biasanya tak lebih
dari 7-8 menit jawaban akan disampaikan melalui juru bicara pihak keluarga
perempuan.
Setelah hasil musyawarah di sepakati dan diterima, maka selanjutnya juru
bicara pihak perempuan menyampaikan kepada majelis sebagai berikut  :
3 Ali Abd Aziz Rehalat, pemangku adat. Adat Perkawinan di Desa Liang Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
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“ Assalamu’alikum Warahmatullaahi Wabarakaatuhu”,    Upu .. Laha Ina,
Ama  ..  Ami Usyim Kamiina..  Upu Wesyi Palamai Ami Ana Mahina re ….
Ami Usyim  Kabul  Upu ..”4
Artinya ( Terjemahan bebas) :
“Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuhu”, tuan-tuan dan ibu-ibu,
kami keluarga perempuan semua sama – sama dengan senang hati
mengabulkan peminangan tuan – tuan dan ibu – ibu atas anak gadis kami.”
Kemudian setelah pengabulan didengar maka secara keseluruhan majelis
disunnahkan membaca doa syukuran atas dikabulkan peminangan. Doa syukuran
ini dibaca oleh salah seorang dari orang tua yang dihormati. Pembaca doa dapat
ditunjuk dari salah satu pihak yang ada di majelis.
Setelah doa di aminkan oleh keseluruhan majelis, maka “Baruah” yang sejak
awal ditempatkan diantara dua pihak, diserahkan kepada keluarga perempuan untuk
dicicipi sebagai bukti terkabulnya permohonan peminangan.
Bila usai dikabulkan peminangan oleh pihak keluarga gadis, dan pembacaan
doa oleh seseorang yang ditunjuk didalam majelis, maka dengan demikian terlahir
status anak gadis yang dikenal dengan sebutan “Mahuwa” yaitu sang gadis berada
dalam ikatan peminangan. Dimana secara lazim sang gadis maupun pihak keluarga
bertanggung jawab untuk menjaga keadaan diri gadis terhadap  lingkungan agar tetap
terjaga dengan baik, sampai pada masuk waktunya kelangsungan acara akad nikah.
Selanjutnya kedua pihak akan masuk kepada tahapan pembicaraan penentuan
harta adat, waktu dan tempat pernikahan.
4 Ali Abd Aziz Rehalat, pemangku adat. Adat Perkawinan di Desa Liang Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
56
c. Penentuan besarnya harta adat
Setelah usai dari kesepakatan bersama pada acara “ Ma’ a  Palamai Mahina”
atau acara peminangan, maka para utusan keluarga laki-laki kembali ke rumah laki-
laki untuk melaporkan hasil peminangan kepada ayah dan ibu dimana anggota
keluarga laki – laki lainnya turut pula telah menanti kedatangan para utusan.
Terkait dengan besar kecilnya harta adat yang telah disanggupi tadi pada forum
majelis “ Ma’a Palamai Mahina “ tetapi akan dibicarakan bersama kembali di dalam
rumah keluarga laki-laki secara internal.
Besar kecilnya harta itu,  akan menjadi tanggung jawab bersama dalam
internal keluarga laki-laki.  Unsur keluarga yang menanggung bersama harta ada
melibatkan saudara ayah maupun saudara dari ibu si fulan yang akan dinikahkan.
musyawarah dalam penentuan ini dikenal dengan sebutan “Ma’ arutu Basudara”
berkumpulnya semua sanak saudara dari garis keturunan ayah, juga garis keturunan
ibu yang ada di dalam lingkungan desa ini. Maupun yang tersebar di desa-desa
tetangga ataupun yang berada di wilayah lainnya.
“Ma’ arutu Basudara” ini  telah menjadi kebiasan yang di berlakukan secara
turun temurun. Dimana akan diwujudkan dalam bentuk yang telah  diatur  menurut
nasab yang berasal dari marga keturunan dari ayah dan ibu.
Dalam acara itu telah disediakan tempat yang akan diduduki oleh orang yang
dituakan menurut marga  di mana ayah dan ibu berasal darinya. Juga tidak
ketinggalan unsur dari pemuda desa disediakan tempat dalam “ Ma’ Arutu
Basudara”.
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Dokumen kompilasi adalah output yang dihasilkan secara keseluruhan dari
komponen marga dan unsur pemuda. Wujud dari kompilasi adalah salah satu bentuk
dukungan materil (dana) yang ditalangi secara bersama demi  tercapainya nilai harta
adat yang telah disetujui pada acara peminangan oleh para utusan di saat melakukan
peminangan di keluarga gadis.
Meskipun kondisi kemampuan finansial orang tua ( ayah dan ibu dari si fulan)
terbilang mampu,  namun tidak dapat menolak wujud kepedulian dari  lima  unsur
nasab yang ada. Hal ini telah menjadi kelaziman kebiasaan yang mutlak berlangsung
dalam kehidupan dan terus terlestari dalam tatanan masyarakat  adat dalam daerah ini
sejak leluhur hingga kini.
Kepedulian ini adalah gambaran akan suatu ikatan emosional yang kuat dalam
keeratan hubungan nasab. Bahwa keutamaan memelihara hubungan nasab telah
menggugurkan hal – hal ataupun kepentingan yang bersifat individualisme.
Komponen marga yang terlibat dalam Ma’ Arutu Basudara merasa terpanggil
secara moral untuk terlibat dalam acara dimaksud. Bila berhalangan hadir secara
kondisi yang kurang menguntungkan, maka akan diutus wali yang ditunjuk agar
keberadaan dirinya tetap terlibat dalam dokumen marga.
Dokumen marga adalah suatu catatan khusus keterikatan berdasarkan nasab,
yang dimiliki oleh setiap marga masing-masing. Dokumen marga sendiri berfungsi
sebagai catatan peristiwa yang memiliki nilai sejarah dari  peristiwa-peristiwa penting
dalam momentum yang berlaku dalam adat kekeluargaan.
Hasil kompilasi dari dokumen marga ke empat unsur nasab dan kelompok
pemuda akan diserahkan kepada orang tua dari si fulan yang akan menikah setelah
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pelaksanaan acara Ma’ Arutu Basudara.Dengan demikian, harta adat yang sudah
terkumpul itu disimpan oleh orang tua si fulan sambil menunggu kesepakatan waktu
untuk dilangsungkannya penyerahan harta adat (prosesi mengantar harta adat).
d. Penyerahan harta adat
Prosesi penyerahan harta adat, atau pelaksanaan membawa harta adat dari
keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dilakukan oleh para utusan keluarga
laki-laki, dimana materi dari pada para utusan itu adalah mereka yang sebelumnnya
terlibat dalam pelaksanaan acara peminangan “ Ma’ a Palamai Mahina”.
Penyerahan harta adat lazimnya dilakukan minimal 5 sampai 7 hari sebelum
pelaksanaan akad nikah, yang di awali dengan pemberitahuan dari keluarga laki-laki
kepada keluarga perempuan, sehingga keluarga perempuan dapat mempersiapkan
waktu untuk menerima kedatangan rombongan utusan penyerahan harta adat.
Bila kabar yang dibawa dari keluarga laki-laki berupa pemberitahuannya telah
di terima, maka pihak keluarga perempuan mengumpulkan sanak saudaranya untuk
turut serta mengikuti prosesi penyerahan harta adat.
Bila tiba waktunya pelaksanaan penyerahan dimulai, mengawalinya dengan
perwakilan utusan pihak keluarga laki-laki beranjak dari rumahnya menuju ke rumah
keluarga sang gadis. Dengan memperhatikan tata cara sebagai berikut :
1. Perwakilan  utusan pihak keluarga laki-laki saat berada di depan pintu masuk
rumah orang tua pihak perempuan mengucapkan salam. Bila pintu dalam
keadaan terbuka tidaklah semena – mena masuk, atau melangkahkan kaki
masuk kedalam rumah  sejenak menunggu jawaban atau balasan salam dari
pemilik rumah.
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2. Setelah ucapan salam itu dijawab dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah,
maka barulah masuk dengan memperhatikan langkah kaki kanan mendahului
masuk pada pintu depan rumah.
3. Bila pada waktunya, maka perwakilan keluarga laki-laki mengucapkan salam.
Setelah salam dijawab, kemudian perwakilan keluarga laki-laki
menyampaikan maksud kedatangan mereka yakni membawa harta adat
dengan menggunakan bahasa daerah:
“ Ami Laire Upu, … Ami Nihi Adat re,  Wa’ a Upu Wesyi”
Artinya ( Terjemahan bebas) :
“Kedatangan kami ini tuan,.. Kami bermaksud mengantarkan harta adat
kepada tuan dan keluarga di sini.”.
Setelah maksud kedatangan disampaikan, maka keluarga gadis menyambut
dengan ucapan terima kasih dan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt,
kiranya Allah Swt memudahkan jalan bagi kelangsungan pelaksanaan akad nikah
kelak.
2. Upacara Perkawinan
Meskipun pernikahan menjadi kebutuhan manusia, bukan sekedar tradisi yang
dapat dilakukan, akan tetapi pernikahan itu juga memiliki nilai yang sangat tinggi dan
mulia dalam Islam. Juga merupakan salah satu cara untuk bertaqarrub dan ibadah
kepada Allah Swt.
Mengawali berlangsungnya akad nikah, sanjungan kepada Allah dan lantunan
salawat kepada baginda Rasullullah Muhammad Saw dikumandangkan bersama di
dalam majelis walimatun nikah dalam bentuk bacaan barzanji.
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Pembacaan barzanji merupakan implikasi yang bernilai Ilahiah, mengingat
pada hari pelaksanaan akad nikah merupakan tonggak awal berdirinya sebuah rumah
tangga dan wahana lahirnya insan manusia sebagai hamba Allah dari keturunan umat
Muhammad Rasullullah Saw.
Lantunan barzanji dalam mengawali akad nikah menggugah kita semua akan
adanya kecintaan terhadap Rasul pilihan Allah bagi umat Muhammad Saw.
Ketika lantunan barzanji dibaca pada bait mahallul qiyam ( berdiri
menyambut dengan penghormatan), maka calon pengantian pria  didampingi oleh
saudara – saudara terdekatnya memasuki tempat akad nikah, sambil berjalan dengan
hikmat mengambil posisi yang telah disediakan di tempat pembacaan akad nikah.
Bila telah berada pada posisinya, calon pengantin pria itu tetap berdiri
melantunkan salawat  yang tertuang dalam mahallul qiyam, bersama – sama dengan
jamaah majelis hingga selesai mahallul qiyam.
Penghulu terlebih dahulu membaca khotbah nikah yang berisikan pesan
tentang nikah itu sendiri dan hal – hal yang berkaitan dengannya. Selanjutnya akad
nikah dilangsungkan, dengan  terlebih dahulu membaca istighfar (memohon ampunan
dan taubat) mengucapkan kalimat tayyibah, syahadatain (bersaksi akan Allah dan
RasulNya). Kalimat – kalimat tersebut dibaca oleh wali dan diikuti oleh calon
pengantin pria, sejumlah tiga kali berturut – turut dengan memperhatikan tartil
kalimat kalimat tersebut di atas.
Setelah itu masuklah pada acara mengawinkan pengantin. Dalam acara ini,
pengantin laki-laki diperhadapkan pada imam untuk melakukan akad nikah. Pada
waktu pengantin lak-laki sudah berhadapan dengan imam, maka dipanggillah 4 orang
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saksi laki-laki untuk mendengarkan lafadz akad nikah tersebut.  Pada acara ini, pak
imam memegang ibu jari kanan calon pengantin lak-laki dan begitupula
sebaliknya.kemudian pak imam mengucapkan lafadz akad nikah yang berbunyi
“ saya nikahkan sauidara.... ( nama pengantin laki-laki) dengan saudari... (nama
pengantin perempuan) dengan mas kawin berupa... .(jenis mahar) tunai karena allah
Yang kemudian dijawab oleh pengantin laki-laki “ saya terima nikahnya
saudari... ( nama pengantin perempuan) dengan mas kawin.... (jenis mahar ) tunai..
hal ini disunnatkan diucapkan 2 x atau sampai jelas dan diyakini kebenarannya oleh
para saksi. Setelah itu, pak imam bertanya apakah para saksi juga menyaksikan dan
mendengar lafadz nikahnya ini, apabila saksi menyatakan “ya”, maka selanjutnya
pengantin laki-laki membaca perjanjian pernikahan kemudian menandatangani surat-
surat pernikahan, dengan demikian selesailah acara mengawinkan pengantin.
3.  Proses Setelah Perkawinan
Selang beberapa jam setelah akad nikah maka keluarga laki-laki datang
kerumah orang tua perempuan, keluarga laki-laki mengutus salah satu orang dari
keluarganya untuk memberitahukan kepada pihak perempuan bahwa setelah akad
nikah akan ada penjemputan anak perempuan oleh keluarga laki-laki di rumah orang
tua perempuan.
Setelah berita diterima untuk dijemput, maka rombongan keluarga pengantin
pria berangkat menuju ke kediaman pengantin wanita dengan membawa serta “Barua
okoy” (sirih pinang) dan alasnya berupa sejumlah uang.
Di saat pihak keluarga laki-laki datang yang terdiri dari beberapa orang tua
laki-laki memasuki pintu rumah dengan mengucapkan salam. Setelah ucapan salam
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dijawab, keluarga perempuan mempersilahkan masuk kemudian pihak keluarga laki-
laki setelah masuk ke dalam rumah dan duduk bersama dengan keluarga perempuan.
Setelah duduk, pihak keluarga laki-laki mengucapkan:
“ Ami lai he e rumah malamait upu.ami lai palamai (nala) ami ana mahina
ala iki usyika antarenai wa’a in ruma masawanan upu”.5
Artinya ( Terjemahan bebas) :
“ Kami datang dari rumah pinangan laki-laki. Kami datang untuk meminta anak
perempuan kami untuk kita sama-sama mengantar dia ke rumah suaminya”.
Dalam posisi duduk bersama antara pihak keluarga laki-laki dengan keluarga
perempuan, maka sebelum anak perempuan dilepas kepergiannya menuju kehidupan
baru di rumah suami, dimana “ Barua okoy” atau tempat sirih- pinang yang telah
terisi sirih-pinang dan alasnya dalam bentuk sejumlah uang yang telah disediakan
oleh pihak laki-laki. Kemudian diserahkan kepada pihak keluarga perempuan untuk
dimakan sekaligus pula diserahkan alasnya yang dalam bentuk sejumlah uang.
Setelah sirih-pinang dimakan oleh keluarga perempuan dan menerima alasnya
dalm bentuk sejumlah uang, maka itu pertanda anak perempuan akan segera
meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah suaminya. Pelepasan anak
perempuan kepada pihak keluarga laki-laki diantar bersama rombongan ke rumah
suaminya. setelah sampai disana, mereka diterima dan disambut di rumah suaminya
dengan ucapan “ Mai upu mai nusu mai tula ami ana upu”.
5 Ali Abd Aziz Rehalat, pemangku adat. Adat Perkawinan di Desa Liang Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
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Artinya ( Terjemahan bebas) :
“ Selamat datang tuan-tuan dan ibu-ibu serta silahkan masuk dengan anak
perempuan kami”.
Kedua rombongan disambut dan disatukan dengan terlebih dahulu  dilingkari
dengan sepotong kain putih panjang.  Kain putih panjang ini dilingkarkan sehingga
semuanya berada dalam satu lingkaran. posisi pengantin wanita berada paling depan
dari lingkaran kain putih itu
Kemudian salah seorang ibu berstatus mertua dari pengantin wanita
mengalungkan sebuah kain di leher menantu perempuan yang disebut dalam bahasa
daerah “ Lahai” artinya kain gandung. sekaligus menggiring masuk ke dalam rumah
diikuti dengan rombongan yang telah disatukan tadi.
Tradisi yang dilaksanakan dengan melingkari rombongan pengantin pria dan
pengantin wanita yang telah disatukan  dengan kain putih panjang adalah
melambangkan penyatuan dua keluarga menjadi satu lewat wadah pernikahan yang
terlahir secara tulus, harmonis  dan rukun
Sedangkan kain gandong yang dikalungkan adalah sebagai  simbol pertalian
darah yang melekat dalam lingkungan keluarga. Serta simbol penyatuan kedua
keluarga dalam satu ikatan bathin yang terlahir dari kesucian hati dalam wahana
kekeluargaan.
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B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat atau Tradisi Perkawinan di Desa Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
Pernikahan adat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku
Tengah adalah merupakan salah satu perwujudan hasil cipta, rasa, dan karsa leluhur
orang Liang yang lestari dengan segenap variasi dengan perkembangannya sampai
sekarang. Disamping itu perkawinan juga merupakan sunnatullah yang sangat
dianjurkan oleh Allah Swt.
Lagipula perkawinan itu tidak hanya untuk memenuhi keinginan dan
kebutuhan biologis semata akan tetapi perkawinan itu adalah cara yang halal dan
diridhoi oleh Maha Pencipta untuk keberlangsungan hidup manusia di muka bumi.
Dalam pelaksanaan pernikahan adat di Desa Liang Kecamatan Salahutu
Kabupaten Maluku Tengah  sebagaimana uraian tersebut, menurut hemat penulis
tidaklah melenceng dari apa yang telah disyariatkan oleh agama islam.
Sehingga pernikahan adat di Desa Liang Kecmatan Salahutu Kabupaten
Maluku Tengah terutama tradisi yang ada di Kecamatan Salahutu sebagai lokasi yang
dijadikan sampel penelitian oleh penulis, boleh menurut hukum dan syariat yang
berlaku, dan dalam perjalanannya tidaklah melanggar Undang-undang Perkawinan
ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang saat ini dijadikan sebagai landasan
hukum di Indonesia.
Asumsi penulis mengatakan bahwa pernikahan adat yang terjadi di Desa
Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah saat ini tidak bertentangan
dengan hukum Islam berangakat dari pengamatan dimana dalam pelaksanaan
pernikahan adat ternyata sudah memenuhi unsur-unsur yang telah disyariatkan oleh
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agama Islam itu sendiri, misalnya dalam hal penentuan besarnya harta, dimana dalam
penentuan tersebut mereka melalui upaya musyawarah diantara kedua belah pihak
guna memperoleh kesepakatan bersama dengan tetap mempertimbangkan kondisi
kemampuan sosial ekonomi keluarga laki-laki, kondisi sosial ekonomi masyarakat
yang homogen, serta menjunjung nilai-nilai religius, kultur bahkan turut memelihara
ukhuwah insaniah dan ukhuwah wathaniah.
Sehingga kalau kita mencermati antara pernikahan menurut Islam dan
pernikahan menurut adat, maka kita akan menemukan sesuatu yang dalam
pelaksanaannya memang terdapat perbedaan tetapi tidak bertentangan syariat Islam.
C. Persamaan dan Perbedaan Sistem Pelaksanaan Berdasarkan Perkawinan Adat
di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan Sistem
Pelaksanaan Hukum Islam (KHI).
Adapun yang akan dibahas dalam dalam bab ini adalah persamaan dan
perbedaan sistem pelaksanaan berdasarkan perkawinan adat di Desa Liang  dan
sistem pelaksanaan hukum Islam. Adapun persamaan yang dimiliki dalam sistem
pelaksanaan berdasarkan perkawinan adat di Desa Liang dan sistem pelaksanaan
hukum Islam yaitu sama-sama dalam hal pelaksanaan rukun dan syarat nikah
sebagaimana yang telah tercantum dalam hukum Islam (KHI) sedangkan
perbedaannya yaitu terletak pada acara pemberitahuan peminangan, peminangan,
penentuan besarnya harta adat, penyerahan harta adat serta proses setelah perkawinan





Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
1.  Dalam perkawinan adat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku
Tengah, banyak tahapan-tahapan yang dilalui, misalnya: tahap pemberitahuan
akan peminangan, peminangan, penentuan besarnya harta adat, serta penyerahan
harta adat. Pada dasarnya tahapan prosesi pernikahan adat yang terjadi di Desa
Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang diuraikan pada
skripsi ini menurut hemat penulis sudah berada dalam rel kesosialan, dan
ketentuan hukum yang berlaku dalam Islam.
2.   Perkawinan adat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
sudah menjadi tradisi yang diwarisi secara turun temurun sampai sekarang.
Bahwa di daerah manapun adat perkawinan itu banyak dipengaruhi oleh faktor
agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Ajaran agama sangat berpengaruh
terhadap corak dan tata cara pelaksanaan perkawinan adat. Hal ini terlihat
sekaligus sebagai bukti bahwa terdapat korelasi yang erat antara agama dan adat
dalam suatu perkawinan. Maka patutlah adat perkawinan itu menjadi sakral dan
suci, sebab mempunyai korelasi yang kuat (antara agama dan adat).
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Sehingga pelaksanaan perkawinan adat yang dilakukan secara adat dan tradisi
yang ada di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang
khususnya menjadi daerah penelitian saya telah sesuai dengan tinjauan hukum
Islam yang berlaku (dibolehkan), yaitu dalam kompilasi hukum Islam (KHI)
pasal 2 yang berbunyi: pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
3. Adapun persamaan dan perbedaan berdasarkan sistem pelaksanaan perkawinan
adat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan
pelaksanaan hukum Islam yaitu terdapat pada pelakasanaan akad nikah dimana
rukun dan syarat nikah sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan perbedaannya
yaitu terletak pada acara pemberitahuan peminangan, peminangan, penentuan
besarnya harta adat, penyerahan harta adat serta proses setelah perkawinan yaitu
mengantar anak perempuan dari rumahnya ke rumah keluarga laki-laki atau
rumah suaminya dimana dalam pelaksanaannya memakai adat yang telah
diwarisis secara turun temurun.
B.  Saran
Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan ada beberapa permasalahan
yang perlu mendapatkan perhatian khusus, oleh karena itu penulis menyarankan
sebagai berikut:
1. Upacara perkawinan adat merupakan salah satu upacara tradisional yang
mengandung berbagai nilai-nilai budaya daerah. Sehubungan dengan itu, pihak
pemerintah dan instansi terkait perlu mendukung kelestarian upacara tersebut,
sekaligus dalam menyebarluaskan sistem nilai budaya kepada generasi muda
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maupun mendukung kelestarian adat istiadat di Desa Liang Kecamatan Salahutu
Kabupaten Maluku Tengah yang tentunya sesuai syariat Islam.
2. Pemerintah setempat perlu membina dan menumbuhkembangkan sistem upacara
perkawinan adat yang terdapat dalam lingkungan kebudayaan daerah tersebut.
Pembinaan sistem upacara tersebut paling sedikitnya berarti memperluas
pengetahuan masyarakat tentang adat yang pada gilirannya dapat mencegah
kepunahan unsur budaya yang terkandung pada masing-masing unsur budaya.
3. Proses integrasi sosial dan budaya perlu dilakukan oleh seluruh lapisan
masyarakat, pemerintah dan ilmuan terutama untuk memperkenalkan unsur-
unsur kebudayaan bersangkutan kepada khalayak ramai, baik lembaga
masyarakat melalui media cetak maupun media pandang dengar. Pengenalan
yang lebih mendalam terhadap unsur-unsur kebudayaan maupun lingkungan
kebudayaan tersebut, dengan sendirinya akn turut membangkitkan semangat
persatuan dan cinta tanah air.
4. Penulis menyadari bahwa tulisan ini perlu penyempurnaan, oleh karena itu sangat
diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak.
5. Untuk rekan-rekan yang berkecimpung pada ilmu yang mempelajari tentang
budaya-budaya yang ada di masyarakat dalam pandangan syariat Islam perlu
untuk terus ditinjau, khususnya dari aspek antropologis. Karena didalamnya
banyak terdapat fenomena–fenomena yang melenceng dari syariat bila kita ingin
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